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Sejarah Wilayah dan Kondisi Sosial  

Kata Semunying diambil dari nama sebuah sungai, bermuara di Sungai Kumba yang 

merupakan anak DAS dari sungai Sambas. Semunying Jaya merupakan salah satu desa 

dengan luas 18.000 Ha, dengan jumlah penduduk 100 kepala keluarga dihuni sekitar 

385 jiwa. Terletak persis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia 

dengan batas ; a) Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Sentimu’ atau Desa Aruk 

di Kecamatan Sajingan, b) Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Belidak, Desa 

Sekida (sesudah pemekaran dengan dusun Saparan, Kumba), c) Sebelah Selatan ber-

batasan dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas, dan, d) Sebelah Utara berbatasan 

dengan Sarawak, Malaysia. Desa ini merupakan satu dari enam desa (Sekida, Kumba, 

Gersik, Semunying Jaya, Jagoi Babang dan Sinar Baru) di Kecamatan Jagoi Babang, 

Kabupaten Bengkayang yang dimekarkan sejak tahun 2004.  

Secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan wilayah adat yang dihuni oleh 

komunitas Dayak Iban dari daerah perbatasan Lubuk Antu di kampung Sermak, sekitar 

tahun 1938an telah mendiami daerah tersebut. Kampung Sermak kini masuk wilayah 

Malaysia, tetapi semasa terjadinya eksodus masyarakat adat dari daerah tersebut ke 

daerah baru yang kini adalah Semunying Jaya, wilayah antar ke dua negara belum 

terpisah. Pada waktu itu wilayah kedua negara (Indonesia-Malaysia) dibagi, masyarakat 

adat yang tadinya eksodus diberi pilihan oleh Presiden RI Soekarno saat masyarakat 

adat menghadap kala itu. Pilihan yang diberikan adalah, “apakah masyarakat adat  ingin 

masuk sebagai warga negara Malaysia atau memilih sebagai warga Indonesia?”. Pada 

saat itu, mereka menyatakan memilih sebagai warga Indonesia. 

Menurut sejarahnya, orang yang pertama kali membuka daerah Semunying Jaya adalah 

tujuh orang bersaudara yakni Pak Jampung bersama enam orang saudaranya. Di daerah 

bernama Bejuan dan atau juga dikenal dengan Tembawang Pangkalan Acan yang kini 

terletak di km 31 wilayah Semunying Jaya dan menjadi tempat pertama mereka singgah 

dan membuka daerah tinggal saat itu. Kemudian dalam perjalanan rotasi berikutnya, 

mereka saat itu pun bergeser ke beberapa tempat seperti; di daerah kaki Gunung 
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Kalimau’, selanjutnya ke sebuah tempat dan kemudian sampai ke Pareh (Pareh di 

tempat sebelumnya, dan kini menjadi lokasi persawahan), kemudian ke Semunying atas 

dan daerah Semunying serta selanjutnya sampailah ke daerah pusat Desa yang kini 

dikenal dengan kampung Pareh. 

Untuk sampai ke Desa Semunying Jaya, bisa dicapai melalui jalur darat dan sungai, 

namun sebagian besar jalur transportasi masyarakatnya menggunakan jalur sungai 

mengingat akses jalan darat belum terlalu baik kondisinya. Jalur sungai dapat di tempuh 

selama 2 jam dengan menggunakan mesin 15 PK dari Kecamatan Seluas dan sementara 

dari ibu kota Kabupaten perjalanan ditempuh dengan jalur darat selama 2,5 jam 

menggunakan kendaraan umum (bus).  

Umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying Jaya mengandalkan 

hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya. Melakukan aktifitas berladang, 

menyadap karet, berburu dan mencari beragam sumber kebutuhan keluarga di hutan, 

juga menangkap ikan di sungai. Sebagai bagian dari komunitas masyaraka adat, warga 

di Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritus budaya.  

Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala besar melalui 

perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka, intensitas dari sejumlah 

kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga kampung Semunying Bungkang 

misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan kegiatan berladang dan mencari bahan 

keperluan keluarga di hutan karena sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi 

lahan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah 

perkampungan mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan 

untuk dijadikan areal perkebunan. 

Berdasarkan keyakinan yang di anut, sebagian besar warga Desa Semunying Jaya kini 

beragama Kristen. Sebagian kecil warga lainnya adalah penganut Katolik, Islam dan 

Budha. Meskipun demikian, di masyarakat Adat Semunying Jaya masih mengenal 

kebiasan melakukan ritual adat, juga menjalankan adat istiadat yang telah mengakar 

dari kehidupan warga yang sebagian besar adalah komunitas Dayak Iban ini.  

Di dalam komunitas Dayak Iban ini juga mengenal adanya struktur dan atau perangkat 

kelembagaan adat. Wilayah adat komunitas Dayak Iban ini juga melingkupi wilayah 

sebaran suku. Adapun istilah-istilah dalam kepengurusan adat (ketemanggungan) 

secara terstruktur di wilayah Masyarakat Adat Dayak Iban ini terdiri dari; Temanggung, 

Patih, Tuai Rumah, Pengakak dan terakhir Masyarakat Adat, selaku warga. Adapun 

pelaksanaan adat kebiasan warga yang dilaksanakan dalam bentuk ritual misalnya 

terkait dengan proses perkembangan kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal, 

saat proses berladang, upacara syukuran, mohon keselamatan dan lainnya.  

Di masa akhir dan akan mengawali kegiatan perladangan misalnya, Masyarakat Adat 

Semunying Jaya mengenal acara Gawai Batu, yakni sebuah acara ritual sebagai bentuk 

syukur kepada Sang Pencipta yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan batu 

(asah), parang dan berbagai peralatan berladang lainnya untuk didoakan. Dipimpin oleh 
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seorang tetua adat, ritual ini dilangsungkan dengan melafalkan mantra dengan bahasa 

daerah setempat. Pada peralatan berladang yang dikumpulkan juga bisanya dioleskan 

darah dari hewan (babi) kurban pada saat ritual. Kegiatan ini digelar setiap awal bulan 

Juni selama dua hari. Hari pertama acara syukuran sekaligus sebagai media silaturahmi 

warga sedangkan hari ke dua sebagai pertanda akan memulai perladangan baru. Usai 

acara ini biasanya kemudian dilanjutkan dengan Manggul, yakni bagian dari tahapan 

awal membuka lokasi untuk berladang yang hanya dilakukan dengan melihat lokasi 

yang akan diladangi. Biasanya warga membuat peraga kelengkapan ritual sesaji yang 

kemudian didoakan melalui pembacaan mantra, meminta restu kepada roh penunggu 

hutan agar terhindar dari bahaya ketika selama proses berladang, selanjutnya melalui 

acara Manggul biasanya warga hanya memberi tanda saja pada lokasi yang akan di-

ladangi dan tidak langsung membuka ladang (menebas). Setelah Manggul, kemudian 

masuk pada proses Penebasan dan Penebangan, Baler, dan nugal (biasanya dilakukan 

dengan beduru’/kerja bersama melibatkan banyak orang). Rangkaian terakhir adalah 

memasuki masa Panen atau matah padi. 

 

 

Sejarah Konflik 

a. Kehadiran PT. Yamaker (Hak Pengusaan Hutan) 

    Bahwa  masuknya  PT. Yamaker  dilwilayah  Semunying  dimulai  pada tahun 1988  

yang  tujuan awal adalah  untuk membuka  jalan untuk transportasi produksi  kayu  dari 

perusahan tersebut, atas  pembukaan  jalan   yang mengabaikan keberadaan 

masyarakat (tidak meminta  ijin dari tokoh tokoh adat) yang  pada akhirnya 

mendapatkan  sanksi berupa hukum adat atas  tindakannya tanpa  permisi  dalam   

pembukaan  jalan. Dengan   telah diterima dan dilaksanakan  hukum  adat  terhadap  PT. 

Yamaker  oleh  masyarakat  adat, maka  setelah  itu  tidak  melakukan  penebangan  dan 

perusakan  diwilayah  hutan  adat di Semunying. 

     

b. Kehadiran Perum Perhutani 

Bahwa setelah PT. Yamaker  melakukan  dan melaksanakan ijin HPH  atas  wilayah  

konsesinya yang letak disekiling  kampong semunying telah  habis  dibabat kemudian  

dilanjutkan oleh Perum Perhutani pada tahun 1998  untuk  melakukan reboisasi, tetapi  

dalam  perjalanan  Perum Perhutani  bukan  saja melakukan  reboisasi  terhadap 

wilayahnya konsesinya  tetapi  secara sengaja melakukan  penebangan  dan 

pengambilan  kayu diwilayah  hutan  adat  masyarakat Semunying,  atas  tindakan  ini 

maka  telah dilakukan proses  adat  dengan  memberikan  sanksi adat  pada Perum 

Perhutani yang  telah  mengusur hutan adat. 

c. Perkebuan PT. Ledo Lestari 
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         Pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT. Ledo Lestari akan 

membuka jalan, namun dalam perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan 

garapan dengan menyerobot ruang kelola masyarakat tanpa permisi hingga merambah 

sejumlah kawasan penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari 

merupakan anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara memiliki ijin usaha 

perkebunan berdasarkan surat Bupati Bengkayang bernomor No.525/1270/HB/2004 

yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004. Selanjutnya ditetapkan melalui 

keputusan Bupati Bengkayang No. 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 

tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar. 

Perlawanan masyarakat adat atas hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari 

dimulai sejak tahun 2005. Masyarakat adat tidak menerima kehadiran perusahaan yang 

hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat 

adat. Perushaaan yang awalnya hanya ingin membuka jalan itu kemudian merambah 

sejumlah kawasan penting yang ada dalam ruang kelola masyarakat adat tanpa permisi. 

Tindakan perusahaan mendapat perlawanan dari masyarakat adat sekitar yang tidak 

mau menerima begitu saja kehadiran pihak perusahaan. Masyarakat adat  melakukan 

sejumlah cara untuk menghentikan aktivitas perusahaan mulai dari musyawarah di 

tingkat kampung (desa), mengamankan alat berat, menegakkan (hukum) adat dan 

menyampaikan laporan ke berbagai pihak terkait.  

Namun demikian upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. 

Bahkan tahun 2006, dua orang masyarakat adat yang juga sebagai Kades (Pak 

Momonus) dan anggota BPD (Jamaludin) malah dipersalahkan pihak perusahaan 

melalui laporan ke Polres Bengkayang. Kedua Masyarakat Adat ini dituduh telah 

melakukan pemerasan dan tindak kekerasan sehingga sempat dibui selama 9 hari dan 

20 hari menjadi tahanan kota, pada hal perjuangan yang dilakukan ke dua warga 

bersama warga Semunying Jaya lainnya saat itu semata-mata hanya memperjuangkan 

hak dan martabatnya yang telah dirampas secara semena-mena oleh pihak perusahaan. 

Tindakan perusahaan tanpa permisi yang kemudian merusak kawasan hutan adat 

maupun ruang kelola lainnya juga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan 

lingkungan hidup masyarakat adat yang tinggal di kawasan Perbatasan negera. 

Perjuangan mencari keadilan yang dilakukan Masyarakat Adat Semunying Jaya telah 

melewati proses yang begitu panjang bahkan hingga pada berbagai level; baik di tingkat 

daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Bahkah hingga ke tingkat internasional 

melalui testimoni dan penyampaian pengaduan yang dilakukan warga setempat. 

Kegagalan pemerintah daerah maupun pemerintah di atasnya memberi rasa keadilan 

bagi Masyarakat Adat Semunying Jaya kami nilai sebagai bentuk lemahnya komitmen, 

keseriusan dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Padahal jelas-jelas, perusahan 

telah bertindak diluar jalur atas hak-hak masyarakat Semunying Jaya.  

Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini terkesan tunduk pada pemodal. Tidak adanya 

tindakan tegas pemerintah terhadap perusahaan juga terlihat dengan begitu lunaknya 

sikap pemerintah atas berakhirnya masa izin PT. Ledo Lestari tahun 2007. Pemerintah 
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daerah kemudian malah mengeluarkan izin baru untuk penambahan lahan bagi PT. 

Ledo Lestari seluas 9.000 hektar melalui SK Nomor 382 C tanggal 20 Juni 2010. 

Tindakan ini jelas malah berpotensi menjadi bom waktu ke depan. 

Terakhir pada April 2012 lalu, warga Semunying Jaya melakukan aksi pendudukan 

pendudukan kantor perusahaan PT. Ledo Lestari dan pengamanan sejumlah alat berat 

sebagai bentuk akumulasi dari rasa kekecewaan yang dialami selama ini terhadap 

tidakan perampasan hak hidup yang tidak berkeadilan bagi mereka. Betapa tidak, lahan 

Tanah Adat yang telah turun temurun dikuasai Masyarakat Adat setempat dan bahkan 

telah dikukuhkan sejak tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati Bengkayang selanjutnya 

baru di SK kan dengan nomor 30A tahun 2010 tentang penetapan kawasan Hutan Adat 

desa Semunying Jaya sebagai Hutan yang dilindungi dengan luas 1.420 hektar tetap saja 

terus digusur oleh perusahaan. Artinya dalma gal ini bahwa harus dipahami bersama 

bahwa aksi yang dilakukan warga tidaklah berdiri sendiri, karena telah terjadi 

perampasan dan pengabaian hak-hak warga yang tak kunjung mendapatkan solusi. 

Tindakan yang dilakukan masyarakat adat harus disadari sebagai bentuk dari 

perjuangan hak murni yang sejak awal tetap teguh pada komitmennya yakni merebut 

hak yang telah dirampas. Artinya bahwa, persoalan yang dihadapi masyarakat adat 

memang layak mendapat perhatian/simpati maupun empati berbagai pihak sehingga 

mesti didudukkan pada tempat yang semestinya yakni pemulihan hak atas hutan adat 

maupun hak hidupnya.  

Aksi yang dilakukan warga melalui pengamanan alat berat dan pendudukan kantor 

perusahaan menjelaskan kepada publik bahwa pemerintah daerah setempat tidak ada 

apa-apanya di mata pihak perusahaan. Apa lagi dengan tindakan brutal perusahaan 

tersebut, hingga kini belum ada tindakan tegas dan solusi kongkrit dilakukan 

pemerintah.  

Tindakan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah pasca aksi pendudukan kantor 

perusahaan hingga kini tidak memberikan kepastian solusi bagi masyarakat. Bahkan 

ekspansi pembukaan lahan oleh perusahaan terus berlangsung tanpa ada tindakan 

tegas aparat terkait. 

PT. Ledo Lestari juga melakukan pengambilan kayu di wilayah tersebut secara illegal 

karena tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu (IPK). Perusahaan yang telah habis masa 

izinnya sejak tahun 2007 ini juga dalam perjalanannya malah menggunakan tangan 

aparat (Tentara Lintas Batas) untuk menjaga usahanya. Praktek illegal logging di 

wilayah perbatasan ini juga menjadi bagian yang turut dilakoni pihak perusahaan 

perkebunan kelapa sawit ini. 

  

Derita dan Dampak yang Dialami 
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Hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari yang telah menyebabkan lahirnya 

konflik mempengaruhi tatanan sosial, budaya dan lingkungan hidup 

masyarakatTerdapat beberapa aspek pelanggaran yang terjadi akibat dari ekspansi 

perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari di Semunying Jaya di antaranya: 

1. Aspek sosial budaya 

Tatanan kehidupan masyarakat di Semunying Jaya, jauh sebelum masuknya 

perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan 

gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa 

kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu di jaga dan lestarikan oleh 

masyarakat Semunying Jaya sejak dahulu, namun sejalan dengan masuknya perkebunan 

kelapa sawit di Desa Semunying Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya 

masyarakat. Kehadiran PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya telah menimbulkan 

dampak negatif terhadap perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa 

Semunying Jaya. di antantaranya: 

a. Terjadinya konflik di masyarakat 

Kehadiran perusahaan bukannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun 

malah menimbulkan konflik sosial di tingkat masyarakat. Terjadinya pengkotak-

kotakan antara masyarakat adat yang pro dan kontra terhadap perkebunan  kelapa 

sawit, saling curiga dan berprasangka negatif antara anggota masyarakat adat 

merupakan cerminan imbas dari hadirnya PT. Ledo Lestari. Dampak lain dari konflik 

sosial yang terjadi di Semunying Jaya tersebut adalah sebagian besar masyarakat adat 

Desa Semunying Jaya termarginalkan dari komunitasnya dan mencoba untuk 

memisahkan diri guna menghindari pertikaian antar sesama masyarakat adat. 

Masyarakat adat di kampung Pareh misalnya, saat ini sedang mempersiapkan 

pemukiman baru di Daerah Metang Abe. Saat ini tahap awal sudah di lakukan oleh 

masyarakat adat yaitu dengan membuat perladangan di dearah tersebut. 

b. Relokasi Masyarakat Adat  Dusun Semunying Bungkang 

Pihak perusahaan tidak menghormati keberadaan masyarakat adat setempat. 

Perusahaan telah menggusur lahan-lahan miliki masyarakat di Dusun Semunying 

Bungkang; kawasan hutan, kebun karet, lahan pangan sehingga untuk melakukan 

aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup khususnya dalam mengakses sumber daya alam 

sangat sulit. Kondisi seperti ini terkesan sistematis dimana pembebasan lahan warga 

misalnya dihargai dengan nilai rendah dan melakukan pembebasan lahan melalui 

penggusuran lebih dulu tanpa pemberitahuan baru kemudian diganti rugi. Akibat dari 

pengadaan dan pembebasan lahan perkebunan tersebut sebanyak 22 KK warga Dusun 

Semunying Bungkang telah direlokasi oleh PT. Ledo Lestari ke pemukiman baru. Di 

areal lokasi warga hanya mendapat 1 unit rumah sementara untuk fasilitas lain seperti 

penerangan, air dan lahan untuk bercocok tanam tidak disediakan perusahaan.  

c. Penggusuran Kuburan dan Situs Budaya 
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Perda Perkebunan Kabupaten Bengkayang tahun 2008 pada pasal 14 (ayat 3 ); ”Dalam 

pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari tempat yang dianggap 

keramat, kuburan, inclaf, melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan serta 

mematuhi adat istiadat setempat”. PT. Ledo Lestari dalam melakukan pembebasan 

lahan telah menggusur sedikitnya 16 kuburan tua warga Semunying Jaya, pihak 

perusahaan juga menggusur kawasan kuburan warga Semunying Bungkang di daerah 

Munggu’ Suding, sekitar 800 meter dari perkampungan warga. Bahkan pihak 

perusahaan hampir meratakan kawasan kuburan tersebut dengan menggusurnya, 

tetapi saat itu berhasil dicegah warga yang melaporkan lebih awal tindakan brutal 

perusahaan ke pihak kepolisian Resort Bengkayang. Pada saat itu, lokasi kuburan 

sempat dibatasi garis polisi (police line) di sekeliling wakaf warga. Penggusuran situs 

dan ritus budaya adalah bagian dari cara yang mengancam keberadaan Masyarakat 

Adat setempat.  

d. Sumber obat tradisional hilang (apotik hidup) 

Selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan juga 

memiliki nilai medis bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. 

Potensi alam yang bernilai medis yang ada di hutan sebagian besar dapat di gunakan 

sebagai apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat dan sudah dilakoni 

sejak turun temurun. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi lahan perkebunan 

kelapa sawit dengan menebangi hutan dan tidak menyisakan sebatang pohon pun 

secara tidak langsung telah menghilangkan potensi medis atau apotik hidup yang ada di 

kawasan hutan tersebut. 

e. Kriminalisasi Warga 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan badan usaha diharapkan dapat menjamin kondisi 

sosial yang tenang, nyaman, dan aman kepada masyarakat yang hidup dan tinggal di 

wilayah beroperasinya badan usaha tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Namun tidaklah demikian 

yang terjadi di Desa Semunying Jaya. Masyarakat sering diintimidasi dan bahkan 

puncaknya adalah terjadi penangkapan dan pemenjaraan 2 warga Semunying Jaya 

(Kepala Desa Pak Momunus dan wakil BPD Pak Jamaludin) pada tanggal 30 Januari-7 

Februari 2006 (selama 9 hari) di tahanan Polres Bengkayang dan kemudian di jadikan 

tahan kota selama 20 hari. Keduanya dipersalahkan dengan tuduhan melakukan 

pengancaman, pemerasan dan perampasan alat berat. Padahal keduanya bersama 

warga melakukan tindakan mengamankan alat berat agar perusahaan sawit PT. Ledo 

Lestari tidak terus melakukan penggusuran atas kawasan hutan adat. 

2. Aspek Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup manusia, jika kondisi lingkungan rusak maka telah memutuskan 

rantai kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi seharusnya dapat memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan 
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kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa 

Semunying Jaya yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah mengabaikan aspek-aspek 

lingkungan. 

a. Hilangnya Kawasan Hutan 

Di tengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan hutan, pada saat itu pula 

perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari melakukan konversi hutan besar-

besaran dari hutan tropis menjadi perkebunan sawit. Hasilnya, bukan hanya 

menghilangkan banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan sebagai 

kawasan penyangga. Tindakan ini tentu kontras ketika di satu sisi banyak pihak 

menyerukan pentingnya menyelamatkan hutan. Semakin berkurangnya hutan tropis di 

dunia menjadi keprihatinan banyak pihak yang patut mendapat perhatian. Karena 

hutan sangat berkontribusi besar untuk menetralisir gas rumah kaca yang dihasilkan 

manusia di planet Bumi. Praktek penghancuran hutan seperti ini tentunya harus 

menjadi perhatian yang serius berbagai pihak khususnya pemerintah di berbagai 

penjuru dunia yang telah berkomitmen untuk mengurangi pengaruh pemanasan global 

bagi kehidupan. Lebih khusus, hal ini juga mestinya mendapat perhatian Pemerintah 

Bengkayang. Praktek pembukaan hutan di kawasan perbatasan dalam skala besar oleh 

perusahaan sawit Group Duta Palma ini menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber air 

dan sumber penghidupan lainnya bagi warga di Kalimantan Barat. Kegiatan pembukaan 

lahan perkebunan kepala sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah menggusur 

kawasan hutan primer dan hutan adat warga Semunying Jaya. Kondisi inilah yang 

terjadi dari masuknya anak perusahaan Duta Palma ini. Hutan primer digusur 

sedikitnya seluas 7.105 ha dan kawasan hutan adat seluas 1.420 hektar berdasarkan 

hasil pemetaan partisipatif wilayah administrasi desa Semunying Jaya pada bulan 

November tahun 2009.  

b. Hilangnya Kawasan Hutan Adat Desa Semunying Jaya 

Pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga 

telah menghilangkan kawasan hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 

hektar kawasan hutan adat milik semunying jaya di gusur habis dan dirubah menjadi 

kebun kelapa sawit. Atas prilaku tersebut PT. Ledo Lestari sering dikenakan sanksi adat. 

Sedikitnya sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum) adat oleh masyarakat 

Semunying Jaya. Selain dikenakan sanksi adat pihak perusahaan juga menyepakati 

untuk tidak lagi menggarap dan menggusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga 

pihak PT. Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah disepakati 

bersama. 

c. Krisis air bersih 

Sejalan dengan komentar umum PBB No.15, Indonesia berkewajiban untuk 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air. Dalam hal ini pemenuhan hak 

atas air bagi setiap warganya, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan 

air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang 
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sehat, bersih dan produktif. Dampak lain yang di rasakan oleh masyarakat Desa 

Semunying Jaya akibat masuknya perkebunan sawit adalah krisis air bersih. Hal ini di 

sebabkan sebagian besar kawasan hutan penyangga telah kehilangan fungsinya sebagai 

penyedia air tanah, juga penggunaan pestisida beracun saat melakukan pemeliharaan 

tanaman akan berimbas pada kualitas air. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit 

oleh pihak PT. Ledo Lestari telah mengakibatkan rusaknya Sungai Semunying sebagai 

sumber air bersih masyarakat di Dusun Semunying Bungkang. Hal ini dibuktikan 

dengan kondisi debit air menurun akibat hilangnya kawasan hutan, menurunnya 

kualitas air (keruh) akibat erosi lapisan tanah dari lahan perkebunan kelapa sawit. 

 

3. Aspek ekonomi 

Sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat terutama masyarakat 

yang hidupnya menggantungkan diri pada alam, potensi alam yang ada dapat di kelola 

menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. 

Dari kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa 

Semunying Jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang selama ini menjadi 

sumber ekonomi masyarakat Semunying Jaya. Ada beberapa potensi SDA yang hilang 

akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Semunying Jaya di antaranya:  

a. Potensi rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang 

Jauh sebelum sawit masuk masyarakat masih bisa mengandalkan potensi hutan yang 

ada di Desa Semunying Jaya. Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semunying Jaya 

memanfaatkannya sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa diuangkan (cash income). 

Dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan uang dari aktivitas mengumpulkan rotan 

Rp. 50.000 - Rp. 75.000/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di 

kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semunying Jaya merupakan salah satu 

pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan (Jagoi Babang dan Seluas). Namun seiring 

hilangnya kawasan hutan setelah masuknya perkebunan kelapa sawit telah 

menghilangkan potensi sumber daya alam andalan masyarakat setempat sebagai 

sumber ekonomi bagi masyarakat. 

b. Hilangnya tanam tumbuh dan tembawang 

Dalam UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2008 pasal 9 ayat (2) dan Perda Perkebunan 

Kabupaten Bengkayang No.12 tahun 2008 juga menegaskan bahwa; “Dalam hal tanah 

yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut 

kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pasal (1), 

pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang 

hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya”. Kegiatan pembukaan lahan 

di wilayah konsesi perkebunan sawit PT. Ledo Lestari telah mengusur sejumlah lahan 

tanam tumbuh warga berupa kebun karet dan tanaman buahbuahan serta lahan 
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tembawang. Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat merupakan sumber 

kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebun karet merupakan 

aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat Semunying Jaya untuk mendapatkan 

pendapatan tunai langsung. Dalam praktek pembebasan lahan untuk perkebunan 

kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari sampai terutama untuk areal kebun karet dan tanah 

warga yang digusur masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya mengenai ganti 

kerusakan yang dimiliki warga Semunying Jaya. 

c. Krisis lahan pertanian sumber pangan warga 

Hak atas pangan berarti tiap orang berhak atas makanan dan tidak kelaparan. Pangan 

yang aman, sehat, dan terjangkau mestinya selalu tersedia bagi semua orang. Pangan 

juga harus tersedia saat bencana, gagal panen, atau situasi khusus lain. Ini prinsip utama 

hak atas pangan. Sebagai produsen bahan pangan, harusnya warga yang dalam hal ini 

petani tidak mengalami rawan pangan. Nyatanya, petani dan keluarganya menjadi 

masyarakat miskin yang rawan kelaparan dan gizi buruk. Hak atas pangan - khususnya 

bagi petani – seringkali dilanggar oleh negara yang seharusnya melindungi. Ini terjadi 

karena di samping institusi gagal melaksanakan kebijakan bersifat melindungi petani, 

juga karena kebijakan pemerintah terkait pangan dan pertanian yang lebih pro pasar. 

Kebijakan perkebunan sawit skala besar juga berpotensi melahirkan sejumlah dampak 

sosial bagi persoalan dan ketersediaan sumber pangan warga di kampung, terlebih bila 

kawasan hutan dan ruang kelola yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya selama 

ini diambil alih oleh pemodal. Fakta penggusuran ruang kelola yang juga sebagai 

wilayah untuk menghasilkan sumber pangan bagi warga di Semunying Jaya dan 

sekitarnya adalah bentuk dari intervensi dan pembatasan akses untuk dapat 

menghasilkan pangan sendiri. Penggusuran kawasan sumber produksi warga dalam 

bentuk kebun karet, kawasan pertanian (sawah) dan perladangan, serta ruang kelola 

telah membatasi hak warga atas pangan. 

Pelanggaran Administrasi dan Hukum 
 
1. Ancam Keberadaan Masyarakat Adat 
Desa Semunying Jaya dihuni oleh sebagian besar warga dari komunitas Masyarakat 
Adat (MA) Dayak Iban yang sejak lama tinggal dan menetap di daerahnya. Komunitas 
masyarakat yang sejak lama mengandalkan hutan, tanah dan air sebagai sumber hidup 
dan kehidupan. Dengan segala kearifan lokal yang dimiliki dan sebagai bagian dari 
masyarakat yang menghidupi sistem nilai dalam tata kehidupan, seperti komunitas 
Masyarakat Adat pada umumnya, penduduk di daerah ini memiliki hak untuk mendapat 
perlindungan, baik yang dimiliki secara kolektif maupun secara individu. 
 
Sejumlah hak kolektif warga dimaksud misalnya hak menentukan nasib sendiri, hak 
atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan 
intelektual, hak atas persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan 
(free, prior and informed consent /FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk 
pembangunan yang sesuai bagi mereka. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, 
Deklerasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dalam pasal 25 menegaskan bahwa 
“MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang 
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khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang 
digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi 
tanggungjawab mereka terhadap generasigenerasi mendatang”. Selanjutnya pasal 26 
menegaskan bahwa (ayat 1) “Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan 
sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh secara 
tradisional” dan (ayat 2) “MA memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, 
mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki 
atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki atau gunakan, 
sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka peroleh”.  
 
Di dalam pasal yang sama (ayat 3) ditegaskan soal tanggungjawab negara; “Negara akan 
memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah 
dan sumber daya-sumber daya ini. Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan 
menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada 
masyarakat adat yang bersangkutan”. 
 
Melihat sejumlah tindakan pihak perusahaan yang menyebabkan hilangnya kawasan 
ritus dan situs budaya (kuburan, tempat keramat), hutan adat, tembawang dan kebun 
warga maka dengan sendirinya berdampak pada keberadaan masyarakat Adat. Terlebih 
dengan “pemindahan paksa” dengan cara halus yang dilakukan pihak perusahaan atas 
warga di Kampung Semunying Bungkang. Perlindungan sejumlah kawasan sakral warga 
tersebut atas masuknya perkebunan sawit juga ditegaskan dalam Perda Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan pasal 14 ayat (3); “Dalam 
pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak, mencemari tempat yang dianggap 
keramat, kuburan, inclave, melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan serta harus 
mematuhi adat istiadat setempat”. 
 
Dalam UU 18 Tahun 2008 Tentang Perkebunan pasal 9 ayat (2) juga menegaskan 
bahwa; “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat 
hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak 
sebagaimana dimaksud pasal (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan 
masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan 
imbalannya”. 
 
2. Tanpa Sosialisasi (Permisi) 
Masuknya PT. Ledo Lestari yang tanpa pernah mendapat persetujuan dari warga Desa 
Semunying Jaya dengan sendirinya telah mengabaikan keberadaan warga berikut 
norma sosial dalam masyarakat. Masuk tanpa permisi adalah bentuk tindakan tidak etis 
perusahaan sebagai bagian dari pelanggaran norma masyarakat yang dimaksud. Juga 
mengabaikan kewajiban yang mestinya dilakukan dalam membuka kebun dari lahan 
Masyarakat Adat sebagaimana amanat pasal 9 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2004 
tentang Perkebunan mengenai tindakan wajib adanya persetujuan warga. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Perda Perkebunan Bengkayang nomor 12 Tahun 2008 30 pasal 14 
ayat (2); ”Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum 
adat, maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk 
memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan imbalannya”. 
 
3. Beroperasi Illegal Tanpa IPK 
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Sejak tahun 2007, perusahan sawit PT. Ledo Lestari telah dinyatakan berakhir masa 
izinnya oleh pemerintah Bengkayang. Hal ini dipertegas melalui surat tanggal 12 Juni 
2009 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan nomor 400/0528/ 
BPN/VI/2009. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan izin lokasi PT. 
Ledo Lestari sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Desember 2007. Di samping itu, 
perusahaan ini juga dalam prakteknya tidak memiliki izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menhut dengan Nomor SK.382/Menhut-
II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Telah terjadi pelanggaran terhadap 
aturan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagaimana tertuang dalam 
Permenhut Nomor 38 tahun 2009 khususnya pada tahap perizinan, dimana PT. Ledo 
Lestari tidak memiliki IPK pada saat pembukaan areal hutan alam untuk perkebunan 
kelapa sawit.32 Perda nomor 12 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Usaha 
Perkebunan pasal 28 ayat (2) juga mempersyaratkan perlunya IPK dalam 
pengembangan usaha perkebunan.33 Di samping itu, UU 41 Tahun 1999 Tentang 
kehutanan Pasal 50 ayat (3): ”Setiap orang dilarang; (e) menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang, jelas memberikan gambaran pentingnya izin atas penggunaan 
kayu”.  
 
Atas indikasi tindakan pelanggaran hukum oleh perusahaan ini belum ada upaya 
maupun tindakan hukum kongkrit yang dilakukan aparatur terkait. Bahkan disaat 
masih berlarutnya kasus Semunying Jaya, pemerintah Bengkayang kembali 
menerbitkan izin baru untuk penambahan lahan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari 
seluas 9.000 hektar.34 Pihak perusahaan justru mengabaikan surat yang disampaikan 
Pemda Bengkayang atas berakhirnya masa izin, sebaliknya Pemda Bengkayang tidak 
melakukan tindakan hukum lainnya untuk mengindahkan surat yang dilayangkan. 
Dikelurkannya surat teguran tahun 2009 juga menunjukkan bahwa tindakan Pemda 
Bengkayang lamban sehingga terkesan ada indikasi pembiaran yang dilakukan. Dengan 
demikian praktek pembukaan perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah tidak 
memiliki dasar hukum atau ilegal. 
 
4. Praktek Illegal Logging 
Dalam aktivitas pembukaan lahan kebun sawit, warga menemukan tumpukan kayu 
olahan yang berada di wilayah land clearing PT. Ledo Lestari. Kayu tersebut dibawa ke 
Malaysia menggunakan beberapa jalur di perbatasan Indonesia - Malaysia. Pertama 
melalui jalur kilometer 31 berbatasan dengan perkebunan sawit PT. Rimbunan Hijau 
Malaysia. Kedua, kilometer 42 yaitu jalan logging ke Mujur Sawmil milik pengusaha 
Malaysia. Jalur yang ketiga adalah di kilometer 45. Jalan ini dibuat oleh PT. Ledo Lestari 
bagian divisi III, melewati perkebunan sawit Cakra di wilayah Malaysia yang kemudian 
sampai ke Kuching.35 Praktek illegal logging di areal PT. Ledo Lestari terjadi pada titik 
koordinat I (49 N.UTM 363995 – 156652) ditemukan adanya kayu-kayu yang telah 
dipotong menjadi balok persegi dan ditumpukkan di areal bekas tebangan. Kemudian 
juga di titik koordinat berikutnya (49N.UTM 363275–156597) ditemukan adanya kanal-
kanal yang dibangun pihak perusahaan di kawasan sawah wilayah hutan adat yang 
digunakan untuk mengairi perkebunan. 
 
Dari praktek yang terjadi dalam hal ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah 
melakukan penebangan dan memfasilitasi pembalakan liar di kawasan perbatasan 
Indonesia – Malaysia. Terlebih dengan berakhirnya masa izin lokasi yang dimiliki oleh 
PT. Ledo Lestari sejak 22 Desember tahun 2007 hingga kini, harusnya tindakan illegal 
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tidak terus terjadi. Dalam praktek illegal logging ini, aparat turut terlibat. Pihak aparat 
yang seharusnya memberi perlindungan yakni mengayomi malah turut bermain untuk 
memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan perbatasan ini. 
 
Larangan kehadiran militer dalam pasal 30 ayat (1) Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak 
Masyarakat Adat (UNDRIP) juga jelas menegaskan bahwa; ”Aktivitas- aktivitas militer 
tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah-wilayah masyarakat adat, kecuali 
dibenarkan oleh kepentingan umum yang relevan atau sebaliknya dilakukan 
berdasarkan persetujuan secara bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan 
dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan”. 
 
5. Membakar Lahan dalam proses pembersihan kebun 
Pembakaran adalah cara yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum dalam 
pembersihan lahan bagi perkebunan skala besar. Namun demikian, praktek melanggar 
hukum ini dilakukan oleh PT. Ledo Lestari dalam usahanya melakukan pembersihan 
lahan kebun selama ini. Praktek seperti ini memang menguntungkan bagi pihak 
perusahaan, karena dengan cara membakar maka akan lebih hemat biaya, efisien. Fakta 
yang ditemukan adalah bahwa PT. Ledo Lestari telah melakukan land clearing dan 
membakar di kawasan hutan adat seluas 2.190 hektar. Sedikitnya ada sejumlah 
ketentuan yang dilanggar dan sekaligus bertentangan dengan upaya yang dilakukan 
pihak perusahaan melalui pembakaran dalam membersihkan lahan untuk perkebunan 
sawit: 
 
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang 
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal pasal 34 mempersyaratkan bahwa 
”Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib: (c) memiliki 
sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran 
serta pengendalian kebakaran; dan (d) membuka lahan tanpa bakar dan mengelola 
sumber daya alam secara lestari”. 
b. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam pasal 26 menyebutkan bahwa; 
“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 
cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 
lingkungan hidup”. 
c. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 50 ayat (3); ”Setiap orang 
dilarang; (d) membakar hutan”.  
d. Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan 
Lahan Gambut untuk untuk Budidaya Kelapa Sawit dalam lampiran di bagian III 
mengenai Pemanfaatan lahan di poin 2 menjelaskan bahwa; ”Pembukaan lahan 
dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air yang baik”. 
e. PERDA perkebunan Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perkebunan dalam pasal 14 ayat (4) menegaskan; ”Pembukaan lahan dan 
pembersihan lahan tidak diperbolehkan dengan cara membakar”. 
 
Berdasarkan pantauan lapangan Walhi Kalbar tahun 2009, membuktikan bahwa pihak 
perusahaan telah melakukan pembakaran dalam pembersihan lahan. Berikut adalah 
lokasi yang terpantau tersebut: 
 
Koordinat Titik Api di Lahan PT. Ledo Lestari 

No Nama Lokasi Titik Koordinat 
01 Sawah Besar 49 N 365432 / 159035 
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02 Km 31 Bejuan 49 N 368855 / 158683 
03 Semunying Bungkang 49 N 367097 / 154925 
04 Semunying Bungkang 49 N 366063 / 159264 

 

 

5. Membuka dan Menebang Kawasan Hutan Produksi 
Status kawasan hutan di lahan milik PT. Ledo Lestari merupakan kawasan hutan 
produksi yang seyogianya dalam setiap kegiatan usaha ekonomi yang akan dilakukan di 
kawasan hutan produksi harus mendapatkan izin pelepasan status kawasan dari 
menteri yang bersangkutan dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan yang terlebih 
dahulu mendapatkan surat permohonan dari Bupati untuk mengajukan perubahan 
status kawasan. Namun pada kenyataannnya sampai saat ini kegiatan yang telah 
membabat kawasan hutan produksi dilakukan oleh PT. Ledo Lestari tidak pernah ada 
surat pelepasan kawasan dari kementerian Kehutanan. 
 
6. Tanpa Amdal 
Hal penting dari hadirnya sebuah usaha skala besar adalah pentingnya kelengkapan 
dokumen analisis mengenai dampak besar dan kecilnya terhadap lingkungan. PT. Ledo 
Lestari dalam prakteknya sejauh yang diketahui tanpa memiliki dokumen Amdal. 
Ketiadaan dokumen Amdal juga pernah ditegaskan oleh pegawai di Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bengkayang. 
 


